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ABSTRAK

PGRI Jawa Timur periode 1998 – 2005 ialah fokus penelitian dan pembahasan didalam skripsi ini. Keberadaan PGRI telah melalui berbagai kebijakan politik pemerintah dengan cara – cara yang diwujudkan dalam dunia pendidikan, disamping itu peranan PGRI sendiri tidak luput dari intervensi politik kekuasaan negara baik melalui regulasi maupun secara keorganisasian PGRI itu sendiri. Data penelitian menunjukkan berbagai kasus kesejahteraan tenaga pendidik yang ada didalam organisasi luput dari perhatian PGRI itu sendiri sehingga menjadi permasalahan yang meluas disamping dampak dari intervensi politik pemerintah. Perubahan dan dampak yang terjadi akan dijabarkan sejak era pemerintahan Sukarno, Orde Baru dan Reformasi.

Kata Kunci : PGRI, Politik, Tenaga Pendidik dan Pendidikan.

ABSTRACT

PGRI East Java period 1998 - 2005 is the focus of research and discussion in this thesis. The existence of PGRI has gone through various government political policies in a ways that are applied in the world of education, besides the role of PGRI was not spared from the political intervention of state power both through regulation nor organization PGRI itself. The research data shows various cases of welfare of educators labour in the organization forsake from attention of the PGRI so that it became a widespread problem besides the impact of government political intervention. Changes and impacts will be explained since Sukarno government, New Order , and Reformation.
Keywords : PGRI, Politic, Educator Labour and Education.
Pendahuluan

Dalam sejarahnya tenaga guru sangatlah berperan penting dalam menjalankan sebuah roda kepentingan politik (kolonial), selain memandang dari perspektif pentingnya sebuah ilmu untuk mencerdaskan manusia maupun bangsa, karena guru menjadi pusat dari segalanya dan murid akan melakukan proses identifikasi menjadi obyek prototip manusia yang layak ditiru. Sistem yang dijalankan tidak bisa terlepas dari peran tenaga – tenaga guru melewati lembaga pendidikan, salah satunya diawali dengan berdirinya Kweekschool lama tahun 1852.
 Kweekschool ini ialah lembaga pendidikan guru yang didirikan pemerintah kolonial untuk mendidik kaum bumiputera, selain itu juga menjadi penjembatan
 antara perbedaan bahasa bangsa Belanda dan kaum bumiputera dengan menjadikan bahasa Belanda masuk dalam mata pelajaran di sekolah. 

Kemunculan program pendidikan melalui Politik Etis memberi perkembangan kelompok intelektual dan pengalaman empiris dari serikat buruh Eropa ini mendorong kepeloporan pembangunan organisasi – organisasi bumiputera kedepannya, ditandai dengan kemunculan Perkoempoelan Bumipoetera Pabean (PBP) tahun 1911, Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912, Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) berdiri tahun 1912 yang nanti menjadi cikal bakal organisasi PGRI kedepannya.
Kilas balik dari sejarah organisasi PGRI memiliki rekam jejak yang sangat panjang, dari permasalahan – permasalahan diseputar dunia pendidikan pada umumnya dan kemakmuran para guru pada khususnya yang menjadi salah satu fondasi dasar dari terbentuknya organisasi ini. Perubahan mendasar terjadi dalam masa transisi pemerintahan yakni dari pemerintahan Sukarno ke Orde Baru, corak yang sangat riil ialah sifat dari keorganisasian PGRI itu sendiri yang sebelumnya PGRI adalah organisasi sarekat sekerja menjadi organisasi profesi, ditunjukkan pada Kongres PGRI yang ke – 13 tanggal 21 November 1973.
 PGRI sendiri memiliki pasang surut posisinya seiring dengan perkembangan periodisasi pemerintahan yang mana ada dua dalam sejarahnya yang memiliki ranah politisasi kuat yakni pemerintahan era Sukarno dan pemerintahan era Soeharto. 
Hasil dan Pembahasan

Organisasi PGRI merupakan organisasi yang bisa dikatakan tua secara umur, karena berdirinya satu bulan setelah Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka yakni pada bulan November 1945.
 Periode 1945 hingga 1950an, merupakan periodisasi transisi dan reformasi kekuasaan negara yang belum sepenuhnya berdaulat. PGRI di tahun 1946 melakukan upaya mengkampanyekan sikapnya tentang asas egaliter dalam tujuan mempersatukan jurang perbedaan antara organisasi – organisasi guru yang sebelumnya ada karena diciptakan oleh sistem pendidikan Belanda. Sikapnya menegaskan bahwa PGRI adalah satu – satunya organisasi guru di Indonesia, dan bahwa dalam PGRI semua guru memiliki status yang sama tanpa membedakan jenis pendidikan keguruan yang diperoleh di masa lampau.
 

1. Kemelut Ideologis dalam Pendidikan Era Pemerintahan Sukarno dan Implikasinya Terhadap PGRI

Memasuki periodisasi 1950an awal kemajuan perpolitikan yang dinamis di tanah air, demokrasi parlementer dan kemacetan dalam tubuh konstituante menjadi penyebab lahirnya Dekrit Presiden Sukarno dalam kongresnya di Jakarta dan Semarang tanggal 5 Juli 1959 untuk berlakunya sah kembali Undang – Undang Dasar 1945, diperkuat dengan arahan langsung saat pidato 17 Agustus 1959 tentang Manifesto Politik / Undang – Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Kerakyatan dan Kepribadian Indonesia (Manipol / USDEK), merubah pola – pola perpolitikan yang ada dalam masyarakat. Dampaknya terhadap keperluan manipol / USDEK mengharuskan perjuangan dengan mengerahkan funds and forces progresif sampai pada tingkat yang paling maksimum.
 

PGRI sendiri terkena dampaknya sehingga terbawa arus ini, yang mana fokus dari PGRI sendiri ialah pendidikan, sedangkan arah pendidikan nasional sejak saat itu berkiblat kepada Manipol.
 Terlebih munculnya manipol mendorong garis politik pemerintah masuk ke dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan adanya sistem pendidikan Pantjawardhana (sesuai instruksi menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 tanggal 17 Agustus 1962) yang dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan.
 Dari hal ini menurut Tilaar erat kaitannya antara pendidikan dan kekuasaan membawa kita pada masalah ideologi yang tersubstansi dalam isi kurikulumnya, dan juga corak masyarakat Indonesia pada periode ini mengalami penyesuaian – penyesuaian ideologi dalam perkembangannya.

Dampaknya memicu reaksi dari beberapa PGRI daerah yang mana bermunculan dua kubu dalam yakni PGRI NV (Non Vaksentral) yang mendukung terhadap sistem Pantja Wardhana, reaksi dukungan sistem ini datang dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana kedua daerah ini merupakan basis dari PGRI NV. Sedangkan reaksi penolakan terhadap sistem ini datang dari PGRI Kalimantan, dalam posisi seperti ini ditubuh PGRI mengalami polemik terutama PGRI Jakarta yang menyatakan penolakannya terhadap PB PGRI pimpinan M.E. Subiadinata atas kebijaksanaannya dalam menentang Pantjawardhana sebagai sistem pendidikan nasional.
  Hal ini juga meliputi aktivitas perkuliahan yang tidak dapat melepaskan diri, khususnya tema – tema perkuliahan sosio – kultural yang bermuatan sejarah, kewarganegaraan, pendidikan menerima tekanan untuk menambahkan gagasan – gagasan politik seperti manipol/USDEK menjadi sebuah keharusan bagi dosen – dosen yang berperan sebagai pengajar mata kuliah, sehingga menghambat suasana belajar secara akademis.

2. Pengabdian PGRI Dalam Transisi Politik Indonesia Era Pemerintahan Orde Baru

Pada tahun 1969 PGRI turut serta mempelopori terbentuknya serikat buruh yaitu Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang nantinya berubah nama menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FSBI), tetapi dalam kongres PGRI ke – 13 menghasilkan larangan PGRI ikut dalam berafiliasi dengan serikat buruh, jika keputusan kongres PGRI tetap ikut dalam serikat buruh maka kenyataan yang akan dihadapi adalah pembubaran organisasi oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam menyikapi hal ini Ketua Umum PB PGRI Basyuni Suramiharja mengikuti garis keputusan pemerintah Orde Baru sehingga menyelamatkan eksistensi dari PGRI itu sendiri sekaligus merubah logo PGRI sebelumnya yang menggunakan gigi (sebagai lambang kaum pekerja) dilepas.
 
Kemudian di tahun 1978 pemerintahan menetapkan pokok dari ideologi Pancasila yang melewati proses sistem pendidikan nantinya, dan hal ini didasari secara yuridis dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. II /MPR / 1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yakni penerapan P – 4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
 Jika bercermin dari era pemerintahan Sukarno yang memiliki sebuah konsepsi manipol / USDEK dengan sistem pendidikan Pantjawardhana sebagai pokok indoktrinasi lalu di era pemerintahan Orde Baru muncul konsepsi P – 4, kedua materi tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagaimana dua hal dalam wujudnya yang berbeda memiliki hal substansial sama. Pendapat Tilaar dalam bukunya Kekuasaan dan Pendidikan (2009) tentang kaitan pendidikan dan kekuasaan membawa kita pada masalah ideologi,
 memiliki sebuah relevansi yang cukup terlihat. Artinya PGRI mau tidak mau terlibat langsung dalam pusaran ini, yang menampilkan perbedaannya secara jelas adalah pada masa pemerintahan Sukarno dualisme terjadi dalam tubuh PGRI sedangkan era pemerintahan Suharto tidak terjadi adanya kontradiksi yang signifikan dalam internal PGRI. Ini menunjukkan apa yang telah dikemukakan oleh Tilaar mengenai indoktrinasi yakni kurikulum yang berlaku sebenarnya merupakan saran indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan, biasanya para pendidik maupun masyarakat luas tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum dalam proses pemberdayaan peserta didik.

3. PGRI dalam Kuasa Pemerintah

Pada pemerintahan Orde Baru yang mana sebagian proses dukungan pemerintah untuk perkembangan PGRI menjadi sangat signifikan. Orde Baru melihat salah satu aspek yang sangat krusial untuk menyokong stabilisasi politik dalam visi pembangunan ekonomi yang digaung – gaungkan dan hal ini berterkaitan pada organisasi guru yakni PGRI sebagai salah satunya. Sebagai dukungan terhadap hal tersebut pemerintah membentuk salah satu wadah bersama yang ditujukan sebagai alat menampung seluruh komponen aparatur sipil negara, termasuk guru yang berkecimpung dalam organisasi PGRI, wadah ini kemudian dinamakan Korpri. Perumusan konsepsi wadah Korpi ini merupakan ide dari Mayor Jenderal Amirmachmud selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menghimpun seluruh aparatur sipil dalam satu wadah.
 

PGRI yang juga memiliki keterikatan dalam Korpri secara organisasional, menjadi obyek dari strategi pemerintah agar dapat dikontrol dan dimobilisasi untuk sebuah kepentingan – kepentingan terutama dalam hal Pemilihan Umum untuk memberikan dukungan terhadap Golkar,
 meskipun ketentuan yang tertuang dalam pembentukan Korpri tidak tersirat secara tertulis untuk mendorong sebuah dukungan kepada Golkar tetapi pada keadaan faktual justru berkebalikannya karena Korpri harus mendukung Golkar.
 Adanya interaksi antar Korpri dan PGRI juga melibatkan sebuah kepentingan politik untuk Golkar diluar kepentingan sosial yang memang dibutuhkan oleh para pegawai khususnya membentuk sebuah kultur baru yang disebut sebagai monoloyalitas. Disebut sebagai monoloyalitas karena para pegawai – pegawai yang tergabung memang diharuskan dengan sifat wajib untuk patuh dan loyal kepada pemerintah, meskipun pada awalnya kebijakan monoloyalitas diartikan sebagai loyal terhadap pemerintah dan negara tetapi direduksi menjadi loyal terhadap Golkar.
 

4. Permasalahan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Organisasi PGRI

Pada awal Januari tahun 1998 muncul pembahasan dalam media cetak mengenai masalah dunia pendidikan di Indonesia yang disoroti oleh Komisi VII DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) karena rendahnya mutu tenaga pendidikan atau guru dan hal itu disebabkan oleh faktor mengentalnya konsentrasi guru pada masalah kesejahteraannya sehingga mengurangi konsentrasi pada peranannya sebagai tenaga pendidik.
 Kemudian pada pembukaan Kongres Nasional PGRI tanggal 26 November 1998  muncul tuntutan dalam bentuk aksi demonstrasi dari mahasiswa IKIP daerah Jakarta, Bandung dan Padang yang menginginkan PGRI sebagai satu – satunya organisasi para guru dibubarkan, karena dipandang PGRI tidak pernah memperjuangkan nasib guru secara riil dan lebih memposisikan dirinya sebagai kendaraan politik Golkar, sedangkan tuntutan lainnya ialah dinaikkannya alokasi dana APBN untuk kepentingan pendidikan.

Pendapat tentang nasib guru juga datang dari internal PGRI itu sendiri, yakni Sumardika selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah PGRI (DPD PGRI) Riau dalam Kongres ke – 18 di Lembang, Jawa Barat yang menyatakan ada 19 Provinsi menyampaikan pandangan terhadap Ketua Umum PGRI Basyuni Suriamiharja tentang problematika yang menjadi urgensi didalam PGRI, jika harapan para guru untuk mendapatkan kenaikkan kesejahteraan (gaji) tak terealisasi maka dalam keadaan ini guru bisa mengancam mogok.
 Moh. Surya  selaku Ketua Umum PGRI periode 1998 – 2003 mengakui permasalahan guru karena menurutnya selama ini guru lebih banyak diperlakukan sebagai objek administratif dan birokratis yang terlihat pada posisi guru banyak yang dijadikan bahan objek kepentingan politik, kepentingan pribadi, kekuasaan dan bisnis oleh pihak lain.

Melihat kondisi kesejahteraan guru yang demikian, Cholili Mugi selaku Ketua Komisi E DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Timur dengan disertai data dari sejumlah guru sekolah menengah di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 119.000 orang, diantaranya 25 persen merupakan guru honorer hanya mendapatkan upah rata – rata 35.000 – 55.000 rupiah per bulan, terhitung sangat minim apabila dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional). Sehingga Komisi E DPRD Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti kebijakan pemberian beras bagi para guru dengan uang, karena seringkali jatah beras yang diberikan berkualitas buruk, bau tidak sedap dan kadang busuk. Selain itu Komisi E meminta Kantor Wilayah Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Jawa Timur turut serta membantu para guru honorer dengan penambahan honorarium yang bersumber dari pos – pos sumber daya yang ada.

5. Undang – Undang Guru dan Dosen Sebagai Harapan Para Tenaga Pendidik

Wacana mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan guru memang telah menjadi isu publik sejak tahun 1980an,
 dengan berjalannya kondisi sosial pasca reformasi menguatkan kembali wacana tentang perlindungan terhadap ekonomi guru. Menguatnya wacana perlindungan guru juga dikemukakan oleh Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI setelah membaca hasil keputusan Kongres ke – 18 tahun 1998 yang mendesak pemerintah segera membuat UU perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dan juga menuntut pemerintah membuat UU tentang sistem penggajian guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan harkat dan martabat guru, serta UU tentang sistem rekruitmen pendidikan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier profesi guru.
 

Dukungan terhadap wacana itu juga dibahas kedalam Konpus (Konferensi Pusat) ke - 1 PGRI masa bakti ke - 18 tahun 1999 yang dihadiri oleh peserta dari 26 Provinsi menguatkan dukungannya untuk melakukan tuntutan terhadap pemerintah untuk merealisasikan UU pokok tentang guru sekaligus dengan desakkan kepada pemeritah untuk menaikkan anggaran pendidikan sebesar 25 persen dari APBN, dan secara politis peserta kongres mempersoalkan pemisahan anggota PGRI dari Korpri atas dasar selama perjalanannya iuran untuk Korpri menghambat PGRI dalam menarik iuran dari anggota.
 PGRI Jawa Timur menyambut positif usulan pembahasan yang terjadi di PGRI pusat dengan langkahnya dalam laporan Konkerprov tahun 2004 yang menginstruksikan kepada seluruh PGRI wilayah Jawa Timur untuk memperjuangkan secara cepat diundangkannya UU tentang guru yang substansi keberpihakkannya kepada kepentingan para guru dan juga mempersiapkan secara organisasi untuk memberangkatkan kader PGRI Jawa Timur jika pada bulan Desember 2005 belum ada kepastian diundangkannya UU tentang guru.

Pembahasan mengenai RUU perlindungan guru baru mulai diterima dan dibahas oleh lembaga legislatif yakni DPR dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Mei 2005 yang dipimpin oleh Zainal Maarif sebagai Wakil Ketua DPR, dalam pembahasan itu muncul usulan inisiatif mengenai RUU tentang guru dan dosen yang output kedepannya guru dan dosen ditarik kembali sebagai pegawai pusat, bukan pegawai daerah,
 hingga pelaksaanaan UU Nomor 14 Tahun 2005 pada 30 Desember 2005, yang tertulis dari bagian kedua tentang hak dan kewajiban guru pada pasal 14 ayat 1 dinyatakan, memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, dan memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
Penutup
Semasa periode Orde Baru hal yang terjadi ialah terciptanya intervensi – intervensi politik pemerintahan kepada oganisasi PGRI yang ditunjukkan melalui hasil kongres maupun produk hukum pemerintah, termasuk pada era ini PGRI dijadikan sebagai salah satu lumbung suara untuk kepentingan dari partai Golkar yang memiliki implikasi negatif terhadap citra PGRI itu sendiri dimana dalam visi dan misinya baik yang terbentuk pada pemerintahan Sukarno dan pemerintahan Orde Baru ialah ke-independensiannya dari partai politik. Hal inilah yang menjadi perbedaannya atas kondisi politik yang memiliki kecenderungan otoriter pada era orde baru yang berimplikasi terhadap organisasi PGRI.

Pengalaman – pengalaman yang terjadi pada periode orde baru menuai hasil tersendiri dan terbuka secara luas dampaknya terkait citra guru dan PGRI dihadapan masyarakat dengan adanya periode reformasi 1998. Hal – hal yang menandainya ialah terbentuknya asosiasi / organisasi profesi dalam ranah yang sama saling bermunculan sehingga secara tidak langsung mewadai faktor – faktor kekecewaan yang sama terkait organisasi PGRI dan juga dalam sisi lain ialah terwujudnya demokratisasi dalam masyarakat sejalan dengan euforia reformasi selain itu juga diperkuat payung hukumnya dengan terbitnya UU tentang Guru dan Dosen yang menjadi legitimasi berdirinya organisasi profesi sejenis lainnya. 
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